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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis atau pembahasan sebagiama yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Adat Merarik di Desa Gumantar Kecematan Kayangan Kabupaten Lombok 

Utara: 

a) Maling nine/nyegauk pihak laki-laki harus membawa/melamar pihak 

perempuan tetapi lebih dominan yang menjadi kebiasaan warga Desa 

Gumantar adalah memaling atau dibawa kabur secara diam-diam. 

b) Setelah anak perempuan dibawa maka keluarganya si perempuan harus 

melaporkannya ke pemekel bahwa anaknya telah dipaling atau dibawa 

kabur oleh pasangannya untuk menikah. Kemudian si pemekel 

menyebarkan berita baik tersebut ke masyarakt sekitar dan mencari 

keberadaan si perempuan setelah menemukannya lanjut melakukan 

sejati-selabar dengan pihak keluarga laki-laki untuk menentukan tanggal 

dan cara yang digunakan untuk seserahan ke keluarga perempuan entah 

itu dengan kirangan ataupun cocol. 

c) Melangsungkan akad secara agama dan selang beberapa mingu bahkan 

sampe beberapa tahun melangsungkan akad secara adat dan esok harinya 

melangsungkan nyengkolan, dan 

d) Pihak laki-laki mengadakan tasyakuran. 
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2. Pengaturan hukum dalam perkawinan adat dibawah umur desa Gumantar 

berdasarkan undang-undang No.16 Tahun 2019 

Perkawinan menurut hukum adat dapat dilangsungkan dan 

dilaksanakan apabila seseorang sudah dikatakan dewasa karena hukum adat 

tidak memberikan batas minimal usia kapan seseorang dapat melangsungkan 

perkawinan. Artinya meskipun pasangan yang melangsungkan perkwainan 

dibawah umur 19 tahun tetap dapat berlangsung sesuai hukum adat 

sedangkan sebagian daerah lain ada yang tetap melarang terjadinya 

perkawinan di bawah umur. Berbeda dari hukum adat, hukum perkawinan 

Indonesia menetapkan batas usia perkawinan yakni perkawinan hanya 

diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun. Tetapi, apabila terdapat sebab- sebab atau alasan yang sangat mendesak, 

maka orang tua dapat meminta izin ke pengadilan untuk mandapatkan 

dispensasi nikah bagi anaknya. 

B. SARAN 

1. Bagi masyarakat adat Desa Gumantar diharapkan mampu mengikuti dan 

menjalankan peraturan yang ada dan bagi para tokoh adat beserta PEMDES 

yang ada di Desa Gumantar diharapkan memeriksa aturan-aturan adat yang 

ada kemudian menyesuaikannya dengan hukum positif yang berlaku, agar 

masyarakat yang ada di Desa Gumantar tidak melakukan tindakan yang 

tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. 

Diharapkan juga kepada para tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat 

untuk membuat suatu cara untuk menyelesaikan isu atau permasalahan 
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tentang kebiasan adat merarik dimana merarik bisa dibilang termasuk 

kedalam tindak pidana karena cara yg dilakukan persis sama dengan 

penculikan maka dari itu saran dari peneliti adalah diharapkan bagi para 

tokoh adat beserta jajarannya membuat suatu ruang non litigasi berupa 

mediasi atau musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak 

perlu melibatkan kepolisian dan lain sebagainya. 

2. Bagi pemerintah 

Karena keaslian adat yang melekat dan hidup di masyarakat Desa Gumantar 

hingga sampe saat ini, maka diharapkan bagi pemerintah khususnya 

Pemerinta Lombok Utara untuk peduli dan melestarikan kearifan lokal 

tradisi perkawinan adat beserta adat-adat yang lainnya bagi generasi bangsa 

agar bisa melestarikan dan mempertahankan sehingga tidak hilang karena 

pergeseran zaman. Dan diharapkan juga bagi pemerintah agar berupaya 

dapat melakukan penguatan hukum dan kebijakan melalui sosialisai dan lain 

sebagainya sebagai bentuk keperdulian agar bisa mencegah terjadinya 

pernikahan di bawah umur.  
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